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mengimplikasikan bahwa meraka yang bersangkutan secara bersama-s:
menyepakatinya. Denagan denuikian setiap konflik yang timbul. harus dikelola den
berorngnlasi pada idea keadilan dan hukan paksaan. Suatu pengelolaan konflik baik h
dituntut agar menyediakan cara-vara untuk secara oftimai membawa suatu masalal
suats pemecahan berdasarkan wdea keadilan. (Magnis-Suseno: i9a1. 214-215)

Dalam komsep the rule of faw, Lon Fuller membetikan defapan persyaratan for
berupa: goneralitv, promufgation, prospectivity, clarity, CoRsINIENCy, FEGUIFEMERTS
are possible to obey, constancy trraugh time, and cangrience hemween official ae
anid dectared rule, These fearuves verve the emerprise of sufjecting human condu
the governgimee of rdes (Harvard Sourvinal of Law wnd Publie Palicv: 1988, a6l

Masing-masing syarat siimewa dan pre rede of lw sangat diperlt
pemahamannya. asalkan diberi dalam suatu komunikasi tentanp keudilan sche
konilik terjadi. Tanpa pemahaman awal seperti itu sangatlah sulit mengharapkan ad:
pemaharnan tentang keadilan. Ternyata hal ini sangat sulit dalam pelaksanaan
terutama karena tidak mudah untuk memprakirakan munculnya perselisi
hagaimanapun akuratnva pengetahuan yang dimiliki para pihak. Karena sudakh
diduga. bahwa pemahaman awal pada ungkat aluran wmum dan prinsif-prinsip
adalal menjadi sia-sia. dan buhkan menjadi sangar abstrak manakala berhadapan de
situasi konkret.

Terome Frank scorang tokch dari konsep keadilan mengatakan, bahwa ja
sampal kita terjebak perangkap seolah-olah dalam hukum yang diumusmkan
mendapatkan keseragaman pemabaman melalui susunan kata-kata dan ketent
ketentuan. i sini para hakim bertingkah laku pura-pura dalam menentukan &pa
adi! dan tidak adit yang diterapkan kepada para pihak clalam situasi tertentu. Selanju
dikaakannyva: . He then refses io do justice in the case on trial because he
thut herd cases muke bad lews, And thus arises what muy aptiv be caffed fufu
aecowrding o fow. Swek injustice particulariy magic becanse it is hased on a Ao doe
tr fhtitity, o hope of contradling the futare, for it 1s the aature of futuwre that it »
arerres { Hurvaed Janrnal of Law and Police, 1988 606},

Rubert Bork tokoh konsep the e of lew scbaliknya mengatakan. babwa |
ada suatu kategori yang objektif tentany keadilan yang harus diiaksanakan oleh h:
Hal ini menjadi jelas apabila diketaliui bahwa konsep keadilan berbicara kebenarar
hasil aklur sebuah kasus individual, sedangkan konsep the rule of faw berbicara ter
bentuk keadilan dalam proses hukum, Sclamjutnya dikatakannya: = Because just,
it nentval, hove are oo settral principle bv which judges may conclude thet one #




KONFLIK ANTARA KEADILAN DAN THE RULE OF LAW

is move fust than another. Lacking the authority of newtral principle, fudges must defer
to legislative will, and conform o the procedural constraints of the rule of law ” (Harvard
Jowrnal of Law gnd FPalicy, 1988 508,

Penganut konsep keadilan mengatakan bahwa penganut konsep the rule of law
schagai formalist, sebaliknya penganut konsep the rule of law mengatakan bahwa
penganut konsep keadilan sebagai “resuit oriented”.

* Hal ini berarti, bahwa konsep keadilan diperlukan pada saat pengambilan
keputusan setelah lahir konfik {ex post). Dalam hal ini keadilan merupakan suats hasil
(resndi) yang diperoleh melalui putusan. Putusan yang dibatikan tentulah tetap bersumber
pada kaidah noramtif hukum. Rumusan ini menjadi jelas bagi kita, apabila melihat
pulusan pengadilan yang selalu berkepala; “Demi Keadilan Berdasarkan Kctuhanan
Yang Maha Esa” Isi putusannya merupakan penetapan asas-asas hukum yang dikaitkan
dengan kasus terentu.

Pada pibiak yang lain, konsep the rule of law, karena harus berpegang pada delapan
syarat istimewa seperti vang telah dikemukakan oleh Lon Fuller di atas, maka dia
menjadikan ditinya formalis. Salab satu syarat tidak dipenuhi, maka ia bukan lagi suatu
konsep the rde of taw yang utub, Tetap bagaimana merumuskan delapan syarat itu
secard maksimal. sekaligus memperoleh suatu tingkat pemahaman yang sama, pada saat
ini tentulah menghadapi berbagat kendala,

Banyak contol sehari-hari dapat diambl, bagaimana rumusan yang sudah
ditetapkan dan dijalankan, pada suatu saat kemudian dinyatakan tidak dapat dipergunakan
lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan orang lain dalam upaya mencapai
kesempumaan dalam hidupnya. Dengan demikian suatu kondisi “konflik” selaly akan
ada, bahkan timbulnya konflik merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan
masyarakal manusia. Kalaupun secara fisik tidak terlihat adanva konflik, hal itu tidakiah
berarti bahwa tidak ada konflik, melamkan bahwa konilik dhtangani dengan baik
{Magnis-Suseno, 1991; 202).

Dengan demikian dapat kita tambahkan di sini, bahwa adanya tingkat pemahaman
yang sama dalam hukum. bahkan tingkat pemahaman yang sama tentang keadilan dan
the rule of faw, tidaklah menjadi jaminan mtuk tidak tirmbulnya konfhik. Kenyataan ini
membawa kita pada mata rantai berikutnya. ialah diperlukan adanya aturan lentang
sanksi. Walaupun setiap sanksi mempunyai arti sosial tertentu, ofeh karena kekuatan
Suatu sanksi sangat bergantung pada pesepsi manusia mengenai sanksi tersebut, tetap
vang, diperlukan dan harus dijaga adalah bagaimana agar sanksi yang telah ada pada

— - ——— ..
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ex ante benar-betar dilaksanakan pada ex post. Hal ini berarti perlu ada suat kekua
untuk melaksanakannya secara konsisten {Soekanto, 1985 83).

III. HUKUM SEBACGAT SISTEM

Dari bahasan tentang pendekatan konflik antara keadilan dan the nude of
seperti telah diuraikan di atas, timbul pertanyaan pada kita: apa sebemamnya reles
objektif dari pelbagai upaya pembahasan yang bersifat otonomi dalam batas o
lingkupnya, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah haus akan perapan hul
vaitu suatu peranan vang dapat menmembatani kesenjangan antara ilmu hukum
kebutuhsn hukum? Bukankah upaya pembahasan dan pemahaman seperti itu .
membauat ilmu hukum menjadi “kerdil” karena tdak dapat lagi melihal kaitan
hubungan denpan perspektif ilmu-ilmu lain, suatu kondisi yang sangat |
menguntungkan bagi ilmu hukum pada era pascamodern mi,

Dalam sejacah filsafat pencgetahuan Descartes {Cartesian) diketahui, b
cabany iimu-ilmu sosial tidaklah bernasib baik seperti cabang-cabang ilmu-ilmu 2
Sebab. pada saat itu pengertian ilmu pengetahuan hanyalah terbatas pada cabang-ca
ilmu alam.

Batwa reaksi vang kemudian timbul dari para ahli sosial tidaklah serta n
mengangkat derajas pengakuan terhadap cabang ilmu-ilmu sosial. Karena kesalahan
kekeliruan dalam metode pendekatan untuk menunjukkan keberadaan ilmu-ilmu s
maka cabang ilmu-ilmu sosial justru semakin jauh terisolasi dan peta sains gl
Dengan demikian tidak membawa manfaat sedikitpun bagi kehidupan manusia,

Bagi cabang ilmu hukum hal ini berari, bahwa iimu hukum tidak ber
menjawab masalah-masalah hukum dajam kebutuhan yang nyata. Suatu kebutuhan
selalu berkermbang dinamis, sesuai denigan perkembangan masyarakat di mana ht
itu berada. Inilah salah satu contoh diagungkannya profesionalisme dan diferensiasi
pengetahuan pada masa lalu, yang pada akhimya cenderung membatasi diri terh
kebutuhan-kebutuhan yang nyata.

Sejak akhir Perang Dunia I, negara-ncgara di dunia berlomba me
pembangunan negaranya, baik itu pembangunan ekomemi, maupun pembang
hukum. Pembangunan yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu p
bekeria menuju suatu perubahan vang dikehendak:, dan membughkan suatn perencs
yang cermat, dan jelas, Agar pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, serta has
dapat dinikmati oleh warga masyarakat secara barmonis dan seimbang, periu ada-
alat kontrol. Alat kontrol itu adalah hukum.
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Agenda kerja yang sangat berat bagi negara-negara dunia ketiga dalam mencan
proscs, isi, dan bentsk dari hukum vang dapat merunjang pembangunan, bahkan yang
mampu mengarahkan pembangunan vang sedang dilaksanakan.

Suatu hukum yang baik. pertama-tama berangkat dari pemahaman, bahwa hukum
adalah salu sistem di antara herbagai sistem lainnya dalam masyarakat. Hal vanp kedua
adalah. bahwa menentukan kualitas dan kapasitas dari hukum sangat pula ditcntukan
oleh komponen-komponen hukum antara lain: masyarakat hukurn, pendidikan hukum,
konsep hukumn, pembentukan hukum, penyelenggaraan hukum, sera evaluasi hukum
(Rasjidi & Putra. 1993 137 138). Antinya, membangun hukum yang baik adalah juga
membangun kompanennva.

Sebagai mahluk sosial, manusia meterlukan orang {ain dalam upava mencapai
kesempumaan dalaot hidupnya, Sehingga snatu kondisi konflik selaiu akan ada. bahkan
umbulnya konttik merupakan sesuaty vang esensial dalam kehidupan masvarakat
manusia. Kalaupun secara fisik 1idak terlihat adanva konflik, hal itu tidakiah berarti
bahwa tidak ada konfik, melainkan bahwa konflik ditangani dengan baik. (Magmis-
Sugenc; PROL, 200

IV. EFEKTIVIKAS] HLUKUM

Dari uraran lersebut sehenarnya dapat dikatakan bahwa konsep keadilan diperlukan
pada pengambilan keputusan sewlah Jahir konflik (ex post) artinya telah nyala-nyata
ada konilik. sedangkan konsep dhe rfe of law diperlukan dalam penpambilan keputusan
sebelum terjadi konflik (ex @ate) antara para pihak.

Safu hal yang perlu diamhahkan di sini adalah bahwa hanya dengan adanya
tingkat tertentu dalam pemahaman hukum pun juga pemaharnan tentang adanya
perbedaan kepentingan antara mdividu, tidaklah menjadt jaminan untuk tidak timbulnya
kenflik. Kenyataan ini membawa kita pada tahap berikut dari wraian di atas, ialah
perlunys pengaturan femtang sanksi, Terlebih lagi adalah bagairmana agar sanksi vang
telah ada pada cx ante benur-benar dilaksanakan pada ex post. Hal ini berarti perfu ada
suatu kekuasaan untuk dapat melaksanakunnya secara konsisten.

Berbicara mengenai sanksi pada dasamya berbicara mengenal efeknvikasi
hukum. Secara konvensional ada sanksi positiFberupa imbalan, ada sanksi negatilberupa
hukuman. Sctiap sanksi metipunyal arti sesial lertentu, oleb karema kekuatan suaty
sanks1 ferganfung pada persepst manusia mengenal sanksi tersebut, (Soerjono; 1985, §31

Secara formal proses pembuatan hukum harus berlangsung dalam kerangka acuan
cita-citn. masyarakar tentany keadilan dan martabat manusia, Sceara material hukumm
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harus seoplimal mungkin sesual benar dengan nilai-nilai yang harus terwujud men
idea hukum itu sendiri. Karena iw hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat
dan efektil. melaimkan harus bermaksod untuk mewwjudkan suaty tatanan Yang
masyarakat dirasakan scbagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka ten
tnartabammva scbagai manusia. Apa arti “adil” dan apa arti “sesuai dengan mar
manusia” hanva dapal digali dalam proses penemuan bersama yang terus ber)
Dalam masvarakat harus terjadi dialog. proses yang menciptakan iklim atau sua
pembuatan hukum, Proses itu sendiri haruslah dialogis, dan kritis. Setiap produk leg
harus melalui proses ilu (Mapnis-Suseno: 1988, 113),

Dalam pada i perlu jupga dikemukakan, bahwa pembuatan hukum tidak s
dikailkan dengan keingmankehendak pembentuk undang-undang. Lembaga legis
lerdini dari bermacam-macam aspirasi warga masyarakat melalui wakil-wakilnya
juga terlalu naif mengharapkan pembentuk undang-undany dapat sempurna melak
tugasnya. Dan lentu saja, yang paling penting untuk diketahui adalah, balwa hu
itu bukan merupakan tujuan, akan telap hanya merupakan jembatan; yang
membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Hartono: 1976, 17}

V. PENUTLPF

Secara formal proses pembentukan hukum harus berlangsung dalam kera
acuan rcita-cita mmasyatakat tentang keadilan dan martabat manusia. Secara mat
hukum harus seoptimal mungkin sesuai benar dengan nifai-nilai yang harus ter
menurut wde bukum itu sendiri, Karena ito, hukum yang dibuat tidak boleh hanya be
efsign dan efektil, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu latatan
oleh masyarakat dirasakan schagar adil dan sesuai dengan penghayatan mereka te:
martabatanyn schagai manusia. Apa arti “adil” dan apa arti “sesuai dengan mar
manusia” hanva dapat digali dalam proses pememuan bersama yang terus ber
Datam masvarakt harus terjadi dialog. proses yang menciptakan iklim alau sus
pembuatan hukum. Proses ity sendiri haruslah dialogis, dan kritis. Setiap produk leg
harus melalui proses it {Magnis-Suseno, 1985: 113}

Kemudian, perlu juga dikemukakan, bahwa pembuatan hukum tidak
dikaitkan dengan keingmankehendak pembentuk undang-undang. Letnbaga legi
lerdiri dari bermacam-macam aspirasi warga masyarakat melalui wakil-wakilny:
juga 1erialu naif mengharapkan pembentuk undang-undang dapat dengan semy

melakukan tugasnya, Tentu saja, yang paling penting untuk diketahui adalah, b
hukum itu bukan merupakan tjuan, akan telapi hanya merupakan jembalan, yang
membawa kila kepada ide vang dicita-citakan {Hartono, 1576: 17),
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Tty pokek dan hukum alalih menciptakan tataman musvardkid vang tertb,
meznciplakan ketertiban dan keseimbangan, Dengan tercapiiny s ketertiban dalam
masyarakat dtharapkan kepentingan manusia akan wechmdungi. Dalum upava mencapa
fyuannya ity hukum berigas membagi hak dan kewapiban antar pererangan dalam
masiarakal, membagi wewenang dan mengatur carn memecabkan misalal hukum sera
emelihar Kepastiun hukum. {Mertokusumo: 1988, 37).

o MNyanlaly, hahwa  the e of fa mengejar kepastian hukum, Flukum yanyg
ditwangkan dalam beniuk undangaimdang harusiah menjanmn kepastiun hukum, Oleh
karena kensep the rrfe af faw terpadu pada pentmgnya hukwn tertulis, maka konsep
i sckalipus membatasi din dan tidak dapat berbueat hanvak dalam menghadapi
perkembangan masyarakat. Selanjutnya konsep keidiban dengan mengprunakan cose
sebagal ndingan wrhadap konsep the rude of few telah menjadi Aredls e dalam sat
stetem. Dengin Jemikian datam case beo peranan praktisi hukem sangatlah besar,
Memang, keadilan merupakan st hakiki duri hukum. Tuntsan keadilan dalam an
formal adilah hahwa hukwm herlaku umum. Dalam arti material adalah bahwa hukum
hartls sesum dengan cua-cita keadrtan dalam masyarakat, [engan demikean keadilan

EAUMINT dGear =cimuy orang dalam sioas vange same diperlakukan sama.

Pl saat ini dupat Kita That, hahwa kedpa komsep i nidak lagi ditcrapkan
semurei it sechstrim sepert pada awal konsep itu lahir Hal ini dischabkan. masing-
masiny prihak telad mengambil dun memsaikkannya dalam sistemnyn, teknik dan
metinde pihak lainnva guna melenghkapr kansepmva sendini. Selusn ity kesadaran akan
pentingnya kepistiun hukem dan keadilan semakin besar, Hal ini disebahkan karena dua
kansep it hidup dan berkembang dalam masyarikat, artinva 2 hedup dulam suaty
komichs sesial terentu, Schingea pandungan tentang headilan dan the e s e tidak,
terlepas duri suatn prndangan vinp lehih besar. vaitn pandangannila-nilal vang dianyr
nesvirahal vang bersangkutan. Aklirnva penulis sampai peds netdapst, bahawa konseg
keadilan dan koaep she rwde of e kedus-duanya sana diperlukan gena mengataszi
kontlik dun sekalipus dapat mengatasi bava-biava vang elab dilaxar para pitink sehagai
ahibal nmbulnys konlikh, Dengm demikian penulis sehenarva sampai pad: suam
anslies vang bersilin neral rerhadsp kedui komsep tersehut dengan menpganahan

pendekatan konflik, sebagmmana 1elih desebat pada awal talisan 1,
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